
 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pencabutan Hak Ulayat Berdasarkan Hak Menguasai Negara 

       Berdasarkan pembahasan dari BAB II khsusnya pasal 33 UUD NRI 

1945 yang didukung peraturan perundang-undangan lainnya tentang 

konsep hak  menguasai. Hal tersebut belum mendapat tafsir yang seragam 

di Indonesia, hal ini yang membuat pengertian dari HMN sulit untuk 

dijabarkan. Namun, HMN dijelaskan melalui konsep dasar kesejahteraan 

umum, yang menurut Mahkamah Konstitusi bahwa Negara yang memiliki 

konsep kesejahteraan umum adalah yang mengutamakan penguasaan 

terhadap hajat hidup orang banyak. 

       Penguasaan terhadap hajat hidup orang banyak dengan HMN 

dipahami dengan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah pada 

masyarakat. Kebijakan tersebut dalam bentuk pengurusan, pengelolaan, 

pengawasan yang secara tidak langsung dijadikan latar belakang HMN. 

       Berdasarkan HMN maka pemerintah dapat melakukan pencabutan hak 

ulayat, tetapi pencabutan hak ulayat di Indonesia tidak mudah. Karena 

dengan masyarakat hukum adat yang banyak dan berbeda-beda adatnya, 

sangat sulit dilakukan pencabutan yang berhubungan dengan hak. Hak 

ulayat sendiri sulit dicabut karena, hak tersebut mereka miliki secara 

lahiriah dan batiniah (turun-temurun).       
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2. Proses Ganti Rugi Pencabutan Hak Ulayat Bukanlah Pemenuhan 

Terhadap Identitas Budaya 

       Berdasarkan keberadaan hak ulayat dalam UUD NRI 1945 diakui 

secara jelas dan diberi penghormatan, hal tersebut diberikan sebatas dalam 

peraturan perundang-undangan saja. Sulit untuk dijelaskan juga bahwa 

identitas budaya akan bertentangan atau tidak dengan asas-asas negara 

hukum, yang mengacu pada pasal 6 ayat (2) UU HAM, karena pada 

dasarnya identitas budaya sulit untuk dijabarkan. 

       Mengenai proses ganti kerugian dalam UU Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU  Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan daerah 

tidak penyebutkan kriteria penghormatan identitas budaya, serta seacara 

jelas tidak mengacu pada UU HAM.        

 

B. Saran 

       Menurut penulis, berdasarkan tafsir yang belum seragam tentang konsep 

hak menguasai negara maka, 1. perlu mengkaji ulang latar belakang HMN 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan 

paham yang berbeda mengenai tarik ulur HMN yang secara langsung 

berkaitan pada kepentingan umum dengan hajat hidup orang banyak. 2.  

Pemerintah dalam hal pencabutan hak ulayat untuk kepentingan umum, 

memerlukan kajian khusus tentang “identitas budaya,” hal tersebut secara 

mekanisme singkat adalah berawal dari kajian tentang bentuk hak-hak 
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tradisional masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian 

wujud-wujud kebudayaan, frasa sepanjang masih ada. 
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